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ABSTRAK 
 
ADNAN PANANGI, B11111105, Skripsi dengan judul “Tinjauan Kriminologis 
Atas Anak Sebagai Perantara Jual Beli Narkotika di Wilayah Hukum Polres 
Polewali Mandar” di bawah bimbingan Bapak Prof. Dr. H. M. Said Karim SH MH 
MSi sebagai pembimbing I dan Ibu Dr. Dara Indarwati SH MH sebagai pembimbing 
II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan 
anak menjadi perantara jual beli narkotika di wilayah hukum polres polewali mandar, 
upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya pihak Kepolisian 
dalam menanggulangi kejahatan peredaran narkotika yang melibatkan anak sebagai 
perantara jual beli.  
Penelitian ini dilaksanakan di Polres Polewali Mandar. Metode yang 
digunakan yaitu metode penelitian lapangan (field research) dan penelitian 
kepustakaan (library research). Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara 
dengan narasumber sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literature, 
dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan anak 
menjadi perantara jual beli narkotika di wilayah hukum polres polewali mandar 
karena fakor keluarga, faktor lingkungan dan faktor ekonomi. Upaya-upaya yang 
dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya pihak Kepolisian dalam 
menanggulangi kejahatan peredaran narkotika yang melibatkan anak sebagai 
perantara jual beli yaitu: upaya pencegahan (preventif) dengan memberikan 
penyuluhan di masyarakat dan sekolah tentang narkotika, mengadakan razia dan 
patroli secara rutin, upaya penindakan (represif), serta upaya pembinaan untuk 
menjaga masa depan anak bisa tetap baik 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Dewasa ini masyarakat sangat dirisaukan oleh persoalan  narkotika dan 
obat-obatan terlarang. Betapa tidak, hamper semua lapisan masyarakat terkena 
imbas dari meluasnya peredaran narkotika, seakan-akan tak bisa dicegah. Kondisi 
ini tidak hanya berdampak pada orang dewasa, namun juga telah merasuki jiwa 
anak muda bahkan anak usia dibawah umur. Imbas narkotika dan obat-obatan 
terlarang untuk tanpa terkecuali tersebut sangat merisaukan masyarakat apalagi 
untuk masa sekarang ini, banyak individu yang tidak bertanggung jawab 
melakukan segala hal agar bisnis narkotika ini berjalan lancer, salah satunya 
menjadikan anak yang masih dibawah umur sebagai perantara jual beli narkotika 
dan obat-obatan terlarang ini. 
Akhir-akhir ini banyak anggapan yang menyatakan bahwa Indonesia tidak 
hanya dijadikan sebagai Negara transit dan konsumen saja, namun juga ternyata 
telah menjadi Negara produsen narkotika dan obat-obatan terlarang ini, mulai dari 
kota besar hingga pedesaan dan pelosok-pelosok. Anggapan ini bukanlah suatu 
hal yang berlebihan karena dengan meihat kenyataan yang ada pada media, baik 
itu itu media elektronik dan media cetak. Dan salah satu Provinsi di Indonesia 
yang menjadi tempat peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan 
terlarang ada di Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Polewali Mandar.  
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Fenomena ini sangat berdampak buruk terhadap upaya pembinaan bangsa 
khususnya anak sebagai pilar-pilar reformasi dan pelanjut bangsa, seharusnya 
bebas dari pengaruh narkotika dan obat-obatan terlarang. Peredaran narkotika 
sudah mulai terasa dan meluas di kota-kota kecil di Indonesia tidak terkecuali di 
Polewali Mandar adalah salah satu Kabupaten yang mulai rentan terhadap 
peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang. 
Kota-kota kecil mulai berpotensi sebagai tempat peredaran narkotika dan 
obat-obatan terlarang, beberapa kasus-kasus peredaran yang diungkap oleh pihak 
yang berwenang dalam bidang ini, mengungkapkan bahwa tingkat peredaran 
narkotika dan obat-obatan terlarang di Polewali Mandar mulai memprihatikan, 
terlebih lagi terhadap anak dibawah umur yang menjadi korban karna dijadikan 
perantara untuk melancarkan bisnis ini. Bagaimana tidak, anak secara fisik dan 
psikologis tidak mungkin akan melakukan hal yang melawan hukum, tapi di masa 
sekarang ini ada sebagian orang yang memanfaatkan dan mendorong anak untuk 
melakukannya, salah satu perbuatan hukum yang dilakukan oleh anak sebagai 
perantara jual beli narkotika. 
Tanpa adanya upaya yang sistematis dan sungguh-sungguh dari semua 
kalangan terutama dari jajaran penegak hukum dan pengambil kepetusan, maka 
bukan tidak mungkin Polewali Mandar pada akhirnya akan menyamai rekor kota-
kota besar lainnya. Apalagi dengan kasus yang mengikut sertakan anak dibawah 
umur mulai terjadi dan seharusnya hal ini sebisa dan secepat mungkin 
ditanggulangi agar tidak meningkat di tiap waktu.  
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Langkah antisipasi itu penting karna dalam Pasal 1 butir lima UU No. 22 
tahun 1997 telah digariskan bahwa peredaran gelap narkotika dan setiap kegiatan 
atau serangakaian kegiatan yang dilakukan tanpa hak dan melawan hukum yang 
ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika. 
Slanjutnya pada pasal 1 butir I disebutkan bahwa narkotika adalah zat atau 
obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis mau semi 
sintetis, mengurangi sampai sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat 
menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan 
sebagaimana terlampir dalam UU No. 22 tahun 1997 tentang narkotika, atau yang 
kemudian ditetapkan Keputusan Mentri Kesehatan. Pada pasal 1 butir 2 Undang-
Undang No. 22 tahun 1997 bahwa produksi adalah kegiatan atau proses atau 
penyiapan, mengelolah, membuat, menghasilkan, mengkomsumsi dan/atau 
mengubah bentuk narkotika untuk memproduksi obat. 
 
B. Rumusan Masalah 
dari penjelasan diatas dan lebih untuk memfokuskan penulisan proposal 
ini, maka rumusan masalah yang diangkat adalah sebagai berikut 
1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan anak menjadi perantara jual beli 
narkotika di wilayah hukum Polres Polewali Mandar ? 
2. Upaya apakah yang dapat dilakukan oleh aparat hukum untuk mencegah 
agar anak tidak terlibat dalam peredaran narkotika di wilayah hukum 
Polres Polewali Mandar ? 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
  Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini 
yang bisa penulis gambarkan adalah : 
1. Untuk mengetahui apa yang menyebabkan anak mau menjadi 
seorang kurir. 
2. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah 
anak menjadi seorang kurir dan hukuman yang diberikan. 
 Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah : 
1. Agar hasil penulisan proposal ini dapat memberikan sumbangan 
teoritis bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, dalam 
hal ini perkembangan dan kemajuan ilmu hukum pidana pada 
khususnya dan ilmu hukum pidana materil pada umumnya. 
2. Agar hasil penulisan proposal ini dapat dijadikan sebagai bahan 
diskusi untuk pembahasan mengenai kejahatan peredaran narkotika 
yang dimana anak menjadi kurirnya dan dapat dijadikan sebagai 
referensi oleh mahasiswa terhadap penulisan-penulisan yang terkait 
dengan narkotika selanjutnya. 
3. Agar hasil penulisan proposal ini menjadi sumbangan dalam 
rangka pembinaan hukum nasional, terutama pembinaan hukum 
pidana di Indonesia pada umumnya 
4. Memperluas wawasan pengetahuan penulis dan lebih mengetahui 
sejauh mana penulis dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh 
dibangku perkuliahan 
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5. Dapat menjadi informasi bagi masyarakat untuk memahami 
mengenai faktor-faktor yang menyebabkan anak dibawah umur 
menjadi kurir peredaran narkotika di wilayah hukum Polres 
Polewali Mandar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Kriminologi  
A. Pengertian Kriminologi 
  Perkembangan ruang lingkup ilmu kriminologi sejalan dengan 
perkembangan pemikiran yang mendasari studi kejahatan itu sendiri. 
Perkembangan lingkup pembahasannya selalu diarahkan kepada suatu tindak 
pidana terhadap kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. 
  Definisi tentang kriminologi banyak dikemukakan oleh sarjana dan masing 
dipengaruhi oleh luas lingkupnya bahan yang dicakup oleh kriminologi. Bonger 
mengemukakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk 
menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Sutherland merumuskan keseluruhan 
ilmu yang berkaitan dengan perbuatan jahat sebagai gejala social. Thorsten sellin 
(Romli Atmasasmita 2005:6), mengemukakan bahwa istilah criminology di 
Amerika Serikat dipakai untuk menggambarkan ilmu tentang penjahat dan cara 
penaggulangannya. 
  Kriminologi sebagai ilmu pembantu dalam hukum pidana yang 
memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena kejahatan, sebab 
dilakukannya kejahatan, dan upaya yang dapat menanggulangi kejahan, yang 
bertujuan untuk menekanperkembangan kejahatan. Seorang antropolog yang 
berasal dari Perancis, bernama Paul Topinard (Topo Suntosos, 2003:9), 
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mengemukakan bahwa “Kriminologi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari 
sosial-sosial kejahatan. Kata kriminologi itu sendiri berdasarkan etimologinya 
berasal dari dua kata, crimen yang berarti kejahatan, dan logos yang berarti ilmu 
pengetahuan”.  
Menurut Soejono D (1985:4) menjelaskan bahwa : 
“Dari segi etimologisnya istilah kriminologis terdiri dari dua suku kata 
yakni,  crime yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan, 
jadi menurut pandangan etimologi istilah kriminologi berarti ilmu 
pengetahuan yang mempelajari segala sesuatu tentang kejahatan dan kejahatan 
yang dilakukannya”. 
Menurut Romli Atmasasmita (1992 : 5) menjelaskan bahwa: 
“Kriminologi merupakan studi tentang tingkah laku manusia dan tidaklah 
berbeda dengan studi tentang tingkah laku lainnya yang bersifat non kriminal” 
Menurut J.Constant (A.S. Alam 2010:2) mendefinisikan kriminologi 
sebagai: 
“Ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi 
sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat” 
WME. Noach (A.S. Alam 2010:2) menjelaskan bahwa: 
“Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala 
kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab musabab serta akibat-
akibatnya. 
  Berdasarkan rumusan ahli diatas, dapat dilihat penyisipan kata kriminologi 
sebagai ilmu menyelidiki mempelajari. Selain itu, yang menjadi perhatian dari 
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perumusan kriminologi bertujuan mempelajari kejahatan secara lengkap, karena 
kriminologi mempelajari kejahatan,maka sudah selayaknya mempelajari hak-hak 
yang berhubungan dengan kejahatan tersebut. Enjahat dan kejahatan tidak dapat 
dipisahkan, hanya dapat dibedakan. 
  Menurut Wood (Abd. Salam 2007:5), bahwa kriminologi secara ilmiah 
dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu : 
a) Ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai kejahatan sebagai 
masalah yuridis sebagai objek pembahasan ilmu hukum pidana dan 
acara hukum acara pidana 
b) Ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai kejahatan sebagai 
masalah antropologi yang menjadi inti pembahasan kriminologi 
dalam arti sempit, yaitu sosiologi dan biologi 
c) Ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai kejahatan sebagai 
masalah teknik yang menjadi pembahasan kriminalistik, seperti 
ilmu kedokteran forensic, ilmu alam forensic, dan ilmu kimia 
forensik. 
 
B. Ruang Lingkup Kriminologi 
  Menurut A.S. Alam (2010:2-3) ruang lingkup pembahasan kriminologi 
meliputi tiga hal pokok, yaitu : 
1. Proses pembuatan hukum pidana (makinglaws) 
 Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (process of 
making laws) meliputi : 
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a) Definisi kejahatan 
b) Unsur-unsur kejahatan 
c) Relativitas pengertian kejahatan 
d) Penggolongan kejahatan 
e) Statistik kejahatan 
2. Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan 
terjadinya kejahatan (breaking of laws) 
Sedangkan yang dibahas dalam etiologi kriminal (breaking of laws) 
meliputi : 
a) Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi 
b) Teori-teori kriminologi 
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum, (reacting toward the breaking of 
laws). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar 
hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon 
pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (criminal 
prevention). Demikian pula menurut W.A Bonger (Topo Santosos, 
2003:9) mengemukakan bahwa : 
“Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki 
gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya” 
Lanjut menurut W. A. Bonger (Topo Santoso 2003:9) menenetukan 
suatu ilmu pengetahuan harus memenuhi syarat sebagai berikut : 
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a)  Ilmu pengetahuan harus mempunyai metode tersendiri, artinya 
satu prosedur pemikiran untuk merealisasikan sesuatu tujuan atau 
secara yang sistematik yang dipergunakan untuk mencapai tujuan. 
b) Ilmu pengetahuan mempunyai system, artinya suatu kebetulan 
dari berbagai untuk bagian yang saling berhubungan antara bagian 
yang satu dengan bagian yang lainnya, antara segi yang satu 
dengan segi yang lainnya, selanjutnya dengan peranan masing-
masing segi didalam hubungan dan proses erkembangan 
keseluruhan 
c) Mempunyai obyektifitas, artinya mengejar persesuaian antara 
pengetahuan dan diketahuinya, mengejar sesuai isinya dan 
obyeknya (hal yang diketahui). 
Jadi menurut W. A Bonger (Topo Santoso, 2003:9) menjelaskan 
bahwa : 
“Kriminologi yang memiliki syarat tersebut diatas dianggap sebagai 
suatu ilmu yang mencakup seluruh gejala-gejala patologi sosial, seperti 
narkotika, pelacuran, kemiskinan dan lain-lain. 
C. Teori Kriminologi 
1. Teori Kriminologi Konvensional 
a. Teori Bonger, memaparkan ada tujuh penyebab kejahatan, yaitu 
terlantarnya anak-anak, kesengsaraan, nafsu ingin memiliki, 
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demoralisasi seksual, alkoholoisme, rendahnya budi pekerti, dan 
perang. 
b. Teori Soedjono Dirdjosisworo, secara kronologis menghubungkan 
tindakan kriminal dengan beberapa faktor sebagai penyebabnya. 
c. Teori dirasuk setan, merupakan usaha mencari kuasa kejahatan 
yang secara wajar tidak menerima teori dirasuk setan, namun 
masih beranggapan bahwa penyebab kejahatan adalah dari luar 
kemauan si pelaku. 
d. Thermal theory, menerangkan bahwa kejahatan yang ditujukan 
terhadap manusia dipengaruhi oleh iklim panas dan terhadap harta 
benda dipengaruhi oleh iklim dingin. 
e. Teori Psikologi hedonistis menerangkan bahwa manusia mengatur 
perilakunya atas dasar pertimbangan demi kesenangan dan 
penderitaan sehingga penyebab kejahatan terlatak pada 
pertimbangan rasional si pelaku. 
f. Teori Cesare Lombroso, menyatakan bahwa kejahatan disebabkan 
adanya faktor bakat yang ada pada diri si pelaku (a born criminal). 
g. Teori kesempatan dari Lacassagne, menyatakan bahwa masyarakat 
yang memberi kesempatan untuk berbuat jahat. 
h. Teori Van Mayrs, menerangkan bahwa kejahatan bertambah 
bilamana harga bahan pokok naik, dan sebaliknya. 
i. Teori Ferry, menerangkan bahwa sebab kejahatan terletak pada 
lingkungan sosial, lingkungan fisik, dan keturunan. 
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j. Teori Charles Goring, menyatakan bahwa kerusakan mental adalah 
faktor utama dalam kriminalitas, sedangkan kondisi sosial 
berpengaruh sedikit terhadap kriminalitas. 
2. Teori Krimonologi Modern 
a. Teori asosiasi diferensial (differential association theory) dari 
Gabriel Tarde, menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan 
seseorang adalah hasil peniruan terhadap tindakan kejahatan yang 
ada dalam masyarakat.sedankan Edwin H. Sutherland berhipotesis 
bahwa perilaku kriminal, baik meliputi teknik kejahatan, motif, 
dorongan, ssikap, dan rasionalisasi yang nyaman, dipelajari melalui 
asosiasi yang dilakukan mereka yang melanggar norma-norma 
masyarakat, termasuk norma hukum. 
b. Teori tegang atau anomi (strain theory) dari Emile Durkheim, 
menerangkan bahwa di bawah kondisi sosial tertentu, norma-
norma sosial tradisional dan berbagai peraturan kehilangan 
otoritasnya atas perilaku. Sedangkan Robert K.Merton 
menganggap bahwa manusia pada dasarnya selalu melanggar 
hukum setelah terputusnya antara tujuan dan cara mencapainya 
menjadi demikian besar, sehingga satu-satunya cara mencapai 
tujuan adalah melalui saluran yang tidak legal  
c. Teori kontrol sosial (social control theory), merujuk kepada setiap 
perspektif yang membahas ikhwal pengendalian perilaku manusia, 
yaitu delinquency dan kejahatan terkait dengan variable-variabel 
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yang bersifat sosiologis, yaitu struktur keluarga, pendidikan, dan 
kelompok dominan.sedangkan Travis Hirschi memberikan 
gambaran mengenai konsep ikatan sosial (social bond), yaaitu 
apabila seseorang terlepas atau terputus dari ikatan sosial dengan 
masyarakat, maka ia bebas untuk berperilaku menyimpang. 
d. Teori sub-budaya (sub culture theory) dari Albert K. Cohen, 
memiliki asumsi dasar bahwa perilaku anak nakal di kelas 
merupakan cerminan ketidakpuasan mereka terhadap norma-norma 
dan nilai-nilai kelompok anak-anak kelas menengah yang 
mendominasi nilai kultural masyarakat. 
e. Teori-teori sendiri (the self-theories) dari Carl Roger, 
menitikberatkan kriminalitas pada interpretasi atau penafsiran 
individu yang bersangkutan. 
f. Teori psikoanalisis (psycho-analitic theory), yaitu tentang 
kriminalitas menghubungkan deliquentdan perilaku kriminal 
dengan hati nurani (conscience) yang begitu menguasai sehingga 
menimbulkan rasa bersalah atau begitu lemah sehingga tidak dapat 
mengontrol dorongan-dorongan si individu dan bagi suatu 
kebutuhan yang harus segera dipenuhi. 
g. Teori netralisasi (the techniques of neutralization) berasumsi 
bahwa aktivitas manusia selalu dikendalikan oleh pikirannya dan 
bahwa dimasyarakat selalu terdapat persamaan pendapat tentang 
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hal-hal yang baik di dalam kehidupan masyarakat dan 
menggunakan jalan layak untuk mencapai hal tersebut. 
h. Teori pembelajaran sosial (social learning theory) berasumsi 
bahwa pelaku seseorang dipengaruhi oleh pengalaman belajar, 
pengalaman kemasyarakatan disertai nilai-nilai dan 
pengharapannya dalam hidup bermasyarakat. 
i. Teori kesempatan (opportunity theory) dari Richard A. Cloward 
dan Lloyd E. Ohlin, menyatakan bahwa munculnya kejahatan dan 
bentuk-bentuk perilakunya bergantung pada kesempatan, baik 
kesempatan patuh norma, maupun kesempatan penyimpangan 
norma. 
j. Teori ransangan potologis (pathological stimulation seeking) dari 
Herbert C. Quay, yaitu kriminalitas yang merupakan menifestasi 
dari banyak sekali kebutuhan bagi peningkatan-peningkatan atau 
perubahan-perubahan dalam pola stimulasi pelaku. 
k. Teori interaksionis (interactionist theory) menurut 
goode,menyatakan bahwa orang beraksi berdasarkan makna 
(meaning),makna timbul karena adanya interaksi dengan orang 
lain, terutama dengan orang yang sangat dekat, dan makna terus-
menerus berubah karena adanya interpretasi terhadap obyek, orang 
lain, dan situasi. 
l. Teori pilihan rasional (rational choice theory) menurut gary 
becker, menegaskan bahwa akibat pidana sebagai fungsi, pilihan-
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pilihan langsung,serta keputusan-keputusanyang di buat relatif oleh 
pelaku tindak pidana bagi peluang-peluang yang terdapat baginnya. 
m. Teori perspektif baru,menunjukkan bahwa orang menjadi kriminal 
bukan karena cacat atau kekurangan internal namn karena apa yang 
dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam kekuasaaan, 
khususnya system peradilan pidana  
n. Teori pemberian nama (labeling theory),menjelaskan bahwa sebab 
utama kejahatan dapat di jumpai dalam pemberian label oleh 
masyarakat untuk mengindetifikasi anggota-anggota tertentu pada 
masyarakatnya. 
o. Teori-teori konflik (conflict theories) menurut George 
B.volt,keseluruhan proses pembuatan hukum merupakan suatu 
cermin langsung dari konflik antara kelompok-kelompok 
kepentingan, semua mencoba menjadikan hukum-hukum disahkan 
untuk kepentingan mereka dan untuk mendapatkan kontrol atas 
kekuasaan kepolisian negara. 
p. Teori pembangkit rasa malu (reintegrative saming theory) dari 
john Braithwaite, mengulas bahwa reaksi sosial meningkatkan 
kejahatan. 
q. Teori kriminiologi kritis (radical criminology)berpendirian ahwa 
kejahatanitu tidak di temukan, melainkan di rumuskan oleh 
penguasa 
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B. Kejahatan 
a. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Narkotika 
 Kejahatan narkotika bukan hanya disebabkan oleh satu faktor, melainkan 
banyak faktor perlu mendapat perhatian baik bagi penengak hukum, kalangan 
orang tua. Penanggulangan ini dimaksudkan menyelamatkan masa depan generasi 
muda, sebagai pelanjut cita-cita bangsa dalam mengisi kemerdekaan. 
 Menurut Danny I. Yatim (Irwanto, 1989 : 11-15) mengemukakann 
bahwa:  
Semua sebab yang memungkinkan seseorang mulai menggunakan hingga 
terpengaruh untuk menjadi seorang kurir obat terlarang ini. Pada dasarnya dapat 
kita kelompokkan dalam 2 bagian besar. Pertama, sebab-sebab yang dari faktor 
individunya dan kedua sebab-sebab yang berasal dari lingkungannya. 
1. Faktor individual 
k. Kepribadian 
l. Intelegensia 
m. Usia 
n. Dorongan kenikmatan 
o. Perasaan ingin tahu 
p. Memecahkan persoalan  
2. Faktor lingkungan 
a. Ketidakharmonisan keluarga 
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b. Pekerjaan 
c. Kelas sosial ekonomi 
d. Tekanan kelompok 
Kedua  faktor penyebab terjadinya kejahatan tersebut di atas, akan 
dijelaskan dalam dua pragraf bahasa berikut ini. 
1. Faktor Individual 
 Sebab-sebab terjadinya kejahatan narkotika dari segi faktor individual, 
mencakup 4 hal, yakni, kepribadian, intelegensia, usia, dan ingin memecahkan 
persoalan. Kesemuanya itu akan diuraikan secara singkat dalam dalam enam 
pragraf bahasan berikut ini 
a.  Kepribadian 
   Pola kepribadian seseorang besar peranannya hingga 
terjadinya kejahatan narkotika, ada kecenderungan bahwa orang 
yang memiliki kepribadian lemah, lebih mudah terjerumus dalam 
kejahatan narkotika. Lain halnya dengan seseorang yang memiliki 
kepribadian kuat, teguh dalam prinsip dan memiliki idealisme 
untuk maju, tidak akan mudah terjerumus dalam kejahatan 
narkotika. Apalagi jika kepribadian yang dimilikinya dilengkapi 
dengan keimanan, maka ia lebih mampu untuk menghindarkan diri 
dari perbuatan tercela tersebut. 
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b. Intelegensi 
 Orang yang memiliki taraf kecerdasan rendah cenderung 
lebih mudah dipengaruhi dan tergoda untuk menjadi pelaku 
kejahatan narkotika jika tidak ada hak lain yang bisa dilakukan. 
Mereka tidak mempunyai pertimbangan yang rasional akan bahaya 
mengancam dirinya, jika perbuatan tercela dilakukan.  
c. Usia 
 Pada umumnya pelaku kejahatan narkotika itu berusia 
muda bahkan dibawah umur. Mereka terjerumus kemungkinan 
disebabkan oleh kondisi sosial psikologis mereka yang butuh 
pengakuan, identitas, dan kelabilan emosi, sehingga mereka mudah 
terjerumus. 
d. Memecahkan persoalan 
 Sering pula ditemukan  bahwa pelaku kejahatan narkotika 
diebabkan karna ingin memecahkan persoalan yang dihadapinya. 
Karna menurut mereka narkotika dapat membebaskan dirinya dari 
persoalan itu. Terutama dalam persolan ekonomi, hal ini 
disebabkan kurangnya lapangan kerja yang membuat sebagian 
masyarakat tidak memiliki pendapatan yang tidak menentu.  
 
 
 
 
19 
 
2. Faktor lingkungan 
 Sebab-sebab terjadinya kejahatan narkotika dari segi faktor lingkungan 
mencakup empat hal yakni ketidakharmonisasian keluarga, pekerjaan, kelas sosial 
ekonomi, dan tekanan kelompok. Kesemuanya itu akan dijelaskan secara singkat 
dalam empat pragraf bahasan berikut ini. 
1.  Ketidakharmonisan keluarga 
 Kejahatan narkotika kadang-kadang berhubungan erat 
dengan ketidakharmonisan keluarga pelaku, oleh karena itu banyak 
pelaku berasal dari lingkungan keluarga yang tidak utuh. Suasana 
rumah tangganya diwarnai dengan pertengkaran orang tua terus-
menerus, yang menyebabkan kurang komunikasi dan kasih sayang 
dalam rumah tangga. Hal demikian menimbulkan kekecewaan bagi 
anggota keluarga, sehingga mereka mencari pelarian dengan 
menjadi pelaku kejahatan narkotika. 
2. Pekerjaan 
 Menurut hasil penyelidikan kepolisian, salah satu hal yang 
menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika ialah 
mudah tidaknya seseorang dalam mendapatkan obat-obatan yang 
tergolong narkotika. Sering ditemukan petugas bahwa pelaku yang 
bekerja di apotik, toko obat ataukah orang tuanya dokter, sehingga 
dengan mudah untuk mendapatkan obat-obatan yang tergolong 
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narkotika. Ada kemungkinan dapat menjadi pengedar gelap untuk 
mendapatkan uang yang lebih banyak. 
3. Kelas sosial ekonomi 
 Lemahnya perekonomian seseorang sangat berpengaruh 
untuk menjadi pelaku kejahatan narkotika. Karena, kebanyakan 
orang ingin dengan mudah mendapat atau mengumpulkan uang 
secara cepat, hal ini disebabkan banyaknya pengangguran dan 
tuntutan ekonomi yang terus menerus dihadapi 
4. Tekanan kelompok 
 Tekanan kelompok menjadi salah satu faktor penyebab 
seseorang terjerumus dalam kejahatan narkotika, karena 
kebanyakan orang akan melakukan apapun untuk tetap bisa eksis 
atau bertahana dalam sebuah kelompok, dan  pada umumya pelaku 
kejahatan mengenal narkotika dari pergaulan kelompok yang 
kurang sehat. 
 
b. Upaya Penanggulangan Kejahatan Narkotika 
 `Narkotika merupakan kejahatan yang dapat diklasifikasikan sebagai suatu 
kejahatan yang terorganisasi, keadaan ini telah sangat memprihatinkan 
terutama di kalangan remaja atau generasi muda bahkan mereka yang masih 
dibawah umur. Sebab itu perlu dilakukan pencegahan secara seksama terarah 
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dan terpadu, guna menyelamatkan generasi muda sebagai pelanjut masa depan 
bangsa dan negara. 
 Berbagai upaya penanggulangan dan pencegahan dapat di tempuh, yang 
menurut  A. W. Widjaja (1989. 75) yaitu : 
“penaggulangan dan pencegahan harus dilakukan dengan prioritas 
yang tinggi serta terpadu. Tindakan hukum perlu dijatuhkan secara berat 
dan maksimum, sehingga pelanggar menjadi jera dan tidak akan 
mengulangi lagi atau sebagai contoh bagi yang lainnya untuk tidak 
melakukan atau berbuat. Perlu pengamatan dan pengawasan terhadap 
bahaya narkotika dan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja secara 
sungguh-sungguh dan tuntas, terpadu, berencana, berkesinambungan serta 
tindakan tegas tanpa pandang bulu bagi para pelanggarnya dan 
penyalahgunaan narkotika ini”. 
Perlunya penanggulangan yang demikian itu oleh karena 
penyalahgunaan narkotika itu cenderung meluas.selain meresahkan 
keluarga dan masyarakat, juga membuat sibuk para penegak hukum yang 
kadang-kadang sulit untuk menyelesaikan secara tuntas.untuk itu perlu di 
masyarakat cara pengawasan dan penanggulangan, agar di ketahui oleh 
setiap guru, orang tua, pekerja sosial dan aparat instansi penegak hukum di 
tingkat daerah. 
 Kegiatan tersebut akan dapat menjaring calon korban, atau korban 
yang mulai kecanduan narkotika atau korban yang mulai kecanduan 
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narkotika secara awal atau lebih dini. Dengan demikian mereka yang 
menjadi korban dan memerlukan pertolongan akan segera ditolong. 
Hal ini merupakan upaya pencegahan (preventif) sedangakan bagi 
mereka yang telah tergolong pecandu yang berat dan berada dalam kondisi 
ketergantungan narkotika, dapat dilakukan rehabilitas atau pemulihan 
(rehabilitatif) dengan memberikan perawatan yang intensif dalam rumah 
sakit. setelah kesehatannya pulih kembali, pengusutan untuk penyelesaian 
perkaranya di pengadilan. Upaya penganggulangan yang demikian ini 
disebut represif demi tegaknya hukum.  
Penanggulangan penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan 
dengan banyak cara, antara lain menurut A.W.Widjaja (1989 : 79) bahwa:  
“Salah satu cara untuk penanggulangan kejahatah obat terlarang ini 
adalah didirikannya balai penanggulangan khususnya bagi para remaja. 
Pesantren juga telah berbuat demikian dalam menanggulangi 
penyalahgunaan narkotika dan kenakalan remaja ini. Pada balai ini selain 
dilakukan pengobatan psikis, berupa bimbingan kejiwaan ditambah 
dengan bimbingan dan koselin termasuk pendidikan agama, budi pekerti, 
dan bimbingan keterampilan dan nilai-nilai. Maka dengan sendirinya Balai 
Penanggulangan Ketergantungan Obat perlu tenaga para medis, dokter, 
psikolog, psikiater, dan para pendidik, khususnya dalam menganalisa. 
Pengembangan watak dan kepribadian bagi remaja”.  
Selain dari itu berbagai bentuk penanggulangan dan pencegahan 
dapat dilakukan, misalnya melalui pendidikan dan penyuluhan kesehatan 
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mengenai narkotika. Bilamana dilakukan secara terarah, teratur dan 
berencana diharapkan akan dapat menghindarkan para remaja untuk tidak 
melakukan penyalahgunaan narkotika yang dapat merusak masa depannya. 
Dalam Pasal 46 UU No. 22 Tahun 1997 dinyatakan sebagai 
berikut: 
1. Orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup 
umur wajib melaporkannya kepada pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah 
untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan. 
2. Pecandu narkotika yang telah cukup umur wajib melaporkan diri 
atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pejabat yang ditunjuk oleh 
pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan 
3. Pelaksanaan ketentuan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dan 
ayat (2) diatur dengan keputusan Menteri Kesehatan.  
 Pasal ini menekankan bahwa untuk membantu pemerintah dalam 
menaggulangi masalah dan bahaya narkotika, khususnya pecandu 
narkotika diperlukan pengikutsertaan masyarakat. Disamping itu orang tua 
atau wali harus tampil berperan lebih awal dalam meningkatkan 
pengawasan dan pemberian bimbingan kepada anak-anaknya yang sudah 
beranjak remaja dan dewasa. 
Selanjutnya dalam pasal 48 UU No. 22 tahun 1997 dinyatakan 
sebagai brikut; 
1. Pengobatan dan/atau perawatan pecandu narkotika dilakukan 
melalui fasilitas rehabilitas. 
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2. Rehabilitas meliputi rehabilitas medis dan rehabilitas sosial 
Pasal ini menekankan perlunya penanggulangan pecandu narkotika 
sebagai korban penyalahgunaan narkotika, mereka harus diberikan 
pengobatan dan perawatan sebagai upaya rehabilitasi. Lembaga 
rehabilitasi dapat didirikan baik oleh pemerintah maupun swasta, 
diutamakan dibeberapa kota besar dan kecil yang tergolong disinyalir 
banyak pecandu narkotika. 
Dalam pasal 53 UU No. 22 tahun 1997 dinyatakan sebagai berikut: 
“Pemerintah mengupayakan kerja sama bilateral, regional, 
multilateral dengan negara lain dan/atau badan internasional guna 
mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap 
narkotika sesuai dengan kepentingan nasional.” 
“Pasal ini menekan kan bahwa untuk mencegah penyelundupan 
narkotika ke tanah air, maka pemerintah dapat menjalin hubungan kerja 
sama dengan salah satu negara (bilateral) misalnya Malaysia.di samping 
itu juga pemerintah dapat menjalin kerja sama dengan beberapa dengan 
(multilateral) dalam memberantas penyalahgunaan narkotika, misalnya 
dengan singapura,philipina dan brunai darrussalam.” 
Kerja sama yang demikian ini mutlak diperlukan, karena kejahatan 
penyalahgunaan narkotika sudah terorganisir dengan rapi baik secara 
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nasional maupun internasional. Ini memerlukan kewaspadaan bagi 
pemerintah dan segenap penegak hukum, untuk itu perlu di pantau sedini 
dan seintesif mungkin agar tidak mearjalelah di negara masing-masing. 
Berlakunya UU No. 22 tahun 1997 juga merupakan salah satu 
upaya pencegahan,agar penyalahgunaan narkotika di Indonesia dapat di 
tindak lanjuti dan di berikan sanksi pidana penjara, ataukah denda yang 
cukup tinggi. 
D. Pengertian Narkotika dan Jenis Narkotika 
a. Pengertian Narkotika 
 Rumusan mengenai penyalahgunaan obat terlarang tidak di 
rumuskan dalam perundang-undangan penyalahgunaan obat terlarang, 
namun untuk mengetahui arti dari penyalahgunaan obat terlarang tersebut, 
maka penulis terlebih dahulu memberikan pengertian sendiri-sendiri dari 
kata-kata yang ada tersebut yaitu pengertian penyalahgunaan dan 
pengertian obat terlarang itu sendiri 
Bab 1 pasal 1 point 14 dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 
tentang Narkotika di sebutkan bahwa, penyalahgunaan adalah orang 
yang menggunakan narkoba tanpa sepengetahuan dan pengawasan dari 
pihak dokter. 
Sedangkan pengertian obat terlarang yang dipersamakan dengan 
narkotika sebagaimana yang termasuk di dalam Bab 1 pasal 1 point 14 
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undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, dirumuskan 
sebagai berikut: 
“narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau 
bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat 
menyebabkan penurunan atau perubahan ksadaran, hilangnya rasa, 
mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan 
ketergantungan, yang di bedakan ke dalam golongan-golongan 
sebagaimna terlampir dalam undang-undang ini, atau yang kemudian 
dengan keputusan Menteri Kesehatan. 
Sehubungan hal tersebut diatas Simanjuntak (1997: 317), 
berpendapat bahwa (Narkotica) adalah sebagai berikut: 
“semua bahan pengobatan yang mempunyai efek kerja bersifat 
membiuskan, menurunkan kesadaran (depresent),merangsang 
meningkatkan pretasi (stimulasi) menagihkan ketergantungan 
(depence), menghayal (halusinasi) 
Menurut simanjuntak (1997 : 317),lebih lanjut mengemukakan 
bahwa: narkotika atau narcissus,adalah sejenis tumbuh- tumbuhan. 
Yang mempunyai bunga yang membuat orang menjadi tidak sadar. 
Ada dari bahan sintesis da nada pula dari bahan alamiah (candu, 
ganja,morfin). 
Menurut Widjaja (1985 13 ), memberikan batasan pengertian 
narkoba adalah sebagai berikut : 
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“narkotika, adalah zat kimia atau obat yang biasanya mengandung 
candu yang dapat menumbuhkan rasa ngantuk dan tidur yang 
mendalam. Narkotika disebut juga zat (substance) yang bila di 
pergunakan akan membawa efek dan pengaruh tertentu seperti perilaku 
kesadaran manusia. Pengaruh tersebut dapat berupa : penenang, 
perangsang (bukan rangsangan seks), dan halusinasi. Ini berpengaruh 
terhadap diri si pelaku lainnya ialah mempengaruhi kesadaran dan 
menimbulkan dorongan yang mempengaruhi kepada perilaku negatif.” 
“Selanjutnya Soedjono (1985:1), menyatakan sebagai berikut: 
Narkotika yaitu sejenis zat yang bila di pergunakan akan membawa 
efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai antara 
lain: mempengaruhi kesadaran, memberikan dorongan yang dapat 
berpengaruh terhadap sifat manusia, adaupun pengaruh-pengaruh 
tersebut dapat menimbulkan halusinasi.” 
Beberapa pengertian tentang narkotika tersebut, cukup jelas dan 
dapat di simpulkan bahwa narkotika adalah zat kimia atau obat yang 
mengandung candu yang apabila di pergunakan oleh seseorang akan 
berpengaruh negatif. Pengaruh itu berupa penenang, perangsang dan 
halusinasi. Oleh sebab itu, penggunaanya harus melalui advis dokter 
atau apoteker, agar tidak terjadi penyalahgunaan yang berakibat fatal. 
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pentingnya pengaturan 
penggunaan narkotika,menurut soedjono (1985:2), yaitu: menghadapi 
kenyataan tentang narkotika yang di satu pihak sangat diperlukan, dan 
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di pihak lain sangat membahayakan, maka diperlukan pengaturan oleh 
undang-undang mengenai: 
1. Pengaturan narkotika untuk kepentingan pengobatan dan 
tujuan ilmu pengetahuan (pengetahuan secara legal, 
2. Pengangkutan narkotika, 
3. Perbuatan-perbuatan yang dilarang dan ancaman hukumannya. 
4. Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan, 
5. Perawatan dan rehabilitasi korban 
Pengaturan penggunaan narkotika untuk keperluan pengobatan 
dan ilmu pngetahuan memang sangat diperlukan pengobatan dan ilmu 
pengetahuan, karna kemungkinan yang diberi wewenang untuk itu 
dapat saja menyalahgunakan kepercayaan yang di berikan kepadanya.  
Hal ini sering di temukan bahwa salah seorang yang terlihat dalam 
sindikat penyalahgunaan obat terlarang tersebut, karna tergiur untuk 
mendapatkan uang yang lebih banyak dan memperkaya diri sendiri dan 
mengorbangkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai abdi negara dan 
abdi masyarakat 
Perbuatan-perbuatan yang demikian itu merupakan 
pelanggaran yang harus diancam dengan hukum yang berat karna 
dapat merugikan negara dan sangat membahayakan bagi generasi 
muda. Tanpa adanya ancaman pidana yang berat, maka sulit di 
harapkan untuk menekan apalagi menghilangkan perdagangan maupun 
penyalahgunaan obat terlarang secara illegal, malahan berdampak 
29 
 
terhadap meningkatnya tingkat kriminalitas yang dilakukan oleh 
seseorang seperti pelajar dan sebagainya.   
Narkotika sebenarnya merupakan obat yang diperlukan dalam 
bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang 
medis. Namuan akibat dari penyalahgunaannya, maka menimbulkan 
dampak yang merugikan bagi penggunaanya  
Pemakaian narkotika dapat dilakukan dengan berbagai 
cara,misalnya melalui suntikan, lentingan yang dihisap, memasukkan 
kedalam syatan tubuh, menghirup melalui hidung dan lain sebagainya, 
tergantung dari kebiasaan-kebiasaan si pemakai atau yang 
mengkonsumsinya. 
Penyalahgunaan narkotika dilihat dari aspek hukumnya, 
adalah penggunaan narkotika di luar di resep dokter dan bukan untuk 
tujuan medis dan pengembangan ilmu pengetahuan, perilaku 
menyimpan dalam penggunaan narkotika termasuk perbuatan yang 
menanam tumbuhan narkotika, memproduksi, mengedarkan dan 
memperdagangkan serta menyimpan secara illegal. 
Bosu B (1982:73) menyatakan bahwa, penggunaan narkotika 
semata-mata untuk kepentingan pengobatan medis dan ilmu 
pengetahuan. Selain itu adalah merupakan kejahatan. 
sehubungan dengan uraian tersebut di atas, pengertian 
penyalahgunaaan narkotika, yang mana oleh Widjaja (1985:13) yaitu : 
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“penyalahgunaan narkotika diartikan sebagai tindakan atau 
perbuatan yang tidak sebagaimana mestinya (menyimpang atau 
bertentangan dengan seharusnya). Mempergunakan narkotika secara 
berlebihan (overdosis) sehingga membahayakan dirinya sendiri, baik 
fisik mauapun psikis. Atau apabila mereka menggunakan narkotika 
telah pada taraf ketergantungan dan membahayakn dirinya” 
Selain itu Danny I. Yatim Irwanto (1986:5) berpendapat 
sebagai berikut: 
“penyalahgunaan obat (narkotika) adalah pemakain obat 
secara tetap yang bukan tujuan untuk pengobatan, atau yang digunakan 
tanpa mengikuti aturan takaran yang seharusnya. Penyalahgunaan obat 
ini menimbulkan kerusakan fisik, mental, emosi, maupun sikap hidup 
bermasyarakat. 
Apabila ditelusuri dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 
1997 tentang narkotika, maka dapat diketahui bahwa penyalahgunaan 
narkotika (obat terlarang) adalah perbuatan yang dikualifisir sebagai 
perbuatan pidana, yakni dalam hal tanpa hak dan melawan hukum: 
a. Menanam narkotika, 
b. Memelihara narkotika, 
c. Mempunyai dalam persediaan, 
d. Memiliki narkotika, 
e. Menyimpan dan menguasai, 
f. Menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan. 
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Berdasarkan rumusan pengertian penyalahgunaan narkotika 
(obat terlarang) tersebut diatas dilihat dari segi formulasi kalimatnya 
agak berbeda. Akan tetapi pada hakekatnya mengandung pengertian 
yang sama dan dapat di simpulkan bahwa penyalahgunaan narkotika 
adalah pemakaian obat secara berlebihan dan bukan tujuan 
pengobatan, sehingga menimbulkan dampak negatif bagi diri si 
pemakai. 
b. Jenis-jenis Narkotika 
   Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 pada Pasal 2, 
disebutkan adanya beberapa jenis golongan narkotika 9obat terlarang) 
yang mana sebagai berikut : golongan-golongan narkotika atau obat 
terlarang yang dimaksud diatas, terdiri dari banyak jenis, yang antara lain 
termasuk dalam golongan I adalah tanaman papaver soiferu,dan semua 
bagian bagiannya termasuk buah dan jemarinya, opium metah, opium 
masak termasuk kedalam narkotika golongan H antara lain alfasetimetadol 
antara lain asetidehidrokodeina dan lain sebagainya. 
Untuk mengetahui lebih jauh tentang jenis golongan narkotika 
sebagaimana disebutkan diatas, maka pertama-tama dapat dilihat pada 
pasal 2 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997, sebagai 
berikut: 
  “narkotika sebagaimana di maksud dalam ayat (1) digolongkan menjadi: 
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a. Narkotika golongan 1 
b. Narkotika golongan II 
c.  Narkotika golongan III 
Penggolongan narkotika sebagaimna di maksud dalam ayat 
2 untuk pertama kalinya ditetapkan sebagaimana terlampir dan 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari UU ini (pasal 2 ayat 
3)” 
Jenis golongan-golongan narkotika sebagaimana 
dikemukakan diatas nampaknya sangat luas. Penggolongan yang luas 
itu dicoba untuk mempersempitnya dengan menarik beberapa 
pendapat para ahli’ 
Sehubungan dengan hal tersebut diatas oleh Bosu B. (1982 
: 69) Dikemukakan sebagai berikut: 
“jenis narkotika sebenarnya sangat banyak dan secara garis 
besarnya, narkotika dapat dibagi atas dua macam yaitu: 
1. Narkotika alam 
2. Narkotika syntetics 
Jenis narkoba alam yang popular ialah mescaline 
psycocybin. Sedangkan jenis narkotika syntetics popular ialah 
amphetamine, benzednhe, barbiturates, mandrax, LSD, dan 
standcodorm. Narkotika syntetics ini terbagi tiga golongan yaitu; 
stimulant, depressant, dan halussinogen.  
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Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 
1997 dan UU No.9 Tahun 1979, maka berlaku pengaturan tentang 
narkotika di Indonesia yang mana. Diatur dalam suatu ordonansi, 
yakni middelen orddonantie Stbl. No. 278 Tahun 1927 dan kemudian 
mengalami perubahan dan penambahan dengan Stbl. No. 419 Tahun 
1949, yang didalamnya menggolongkan narkotika ke dalam, obat-
obatan pembiusan, yang terdidi dari: 
a. Opium dan candu 
b. Ganja 
c. Heroin 
d. Morphina 
e. Mandrax dan LSD 
Salah satu jenis narkotika yang banyak dikomsumsi oleh 
remaja, berdasarkan hasil penelitian adalah mariyuana. Hal ini 
Soedjono (1995:3), dikemukakan sebagai berikut: 
“maryuana adalah jenis narkotika yang paling banyak 
digunakan anak-anak muda, survey menunjukkan satu diantara tiga 
mahasiswa telah mencoba mariyuana, dan satu diantara tujuh 
menggunakannya tiap-tiap minggu, namun mengenai banyaknya 
penggunaan secara Tepat belum dapat dipastikan, tetapi boleh jadi 
jenis narkotika ini dipakai lebih sering daripada jenis lainnya. 
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c. Bentuk Kejahatan Narkotika 
Tindak pidana narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai 
dengan pasal 148 Undang-undang Nomor 35/2009 yang merupakan 
ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-
undang narkotika bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah 
tindak pidana didalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. 
Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentigan ilmu 
pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan tersebut 
sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan 
dari pemakain narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa 
manusia. 
Pelaku Tindak Pidana Narkotika dapat dikenakan Undang-Undang 
No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini dapat di klasifikasikan 
sebagai berikut : 
1. Sebagai Pengguna 
Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 116 Undang-
Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 
“(1) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 
menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain atau 
memberikan memberikan narkotika golongan I untuk digunakan 
oleh orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 
(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana 
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denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan 
paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 
“(2) dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau 
pemberian narkotika golongan I untuk digunakan orang lain 
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang 
lain atau cacat permanen, pelaku pidana dengan pidana mati, 
pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 
(lima) dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda 
maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 
(sepertiga) 
 
2. Sebagai Pengedar 
Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 81 dan 82 
Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 
Pasal 81 
“Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik 
BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan 
dan perederan gelap narkotika dan prekusor narkotika berdasarkan 
Undang-Undang ini” 
Pasal 82 
“(1) penyidik pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana berwenang 
melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan 
Narkotika dan Prekursor Narkotia.” 
“(2) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) di lingkungan kementrian atau lembaga pemerintah 
nonkementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di 
bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika berwenang: 
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a. memeriksa kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya 
dugaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; 
b. memerikasa orang yang diduga melakukan penyalahgunaan 
Narkotika dan Prekursor Narkotika; 
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan 
hukum sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika dan 
Prekursor Narkotika; 
d. memeriksa bahan bukti atau barang bukti perkara 
penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; 
e. menyita bahan bukti atau barang bukti perkara 
penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;  
f. memeriksa surat dan / atau dokumen lain tentang adanya 
dugaan penyalahgunaan Narkotika dan prekursor Narkotika; 
g. meminta bantuan tenaga ahli untuk tugas penyidik 
penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan 
h. menangkap orang yang diduga melakukan penyalahgunaan 
Narkotika dan Prekursor Narkotika.   
 
 
3. Sebagai Produsen 
Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 113 Undang-
Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika 
Pasal 113 
“(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 
memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan 
Narkotika Golongan 1, dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan 
pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar 
rupiah).” 
“(2)Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, 
atau menyalurkan Narkotika Golongan 1 sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) 
kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk 
bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana 
dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana 
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua 
puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”  
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E. Pengertian Anak 
 Anak dalam keluarga merupakan pembawa bahagia, karena anak 
memberikan arti bagi orang tuanya. Arti disini mengandung maksud 
memberika isi, nilai, kepuasan, kebanggaan, dan rasa penyempurnaan diri 
yang disebabkan oleh keberhasilan telah memiliki keturunan, yang akan 
melanjutkan semua cita-cita harapan dan eksistensi hidupnya. 
Berikut ini adalah definisi atau pengertian tentang anak menurut 
beberapa ilmu hukum yang ada : 
1. Pengertian Anak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP) 
Hukum pidana di Indonesia berdasarkan atas Kitab Undang-
Undang Hukum Pidanan atau dengan kata lain KUHP adalah acuan 
dasar dalam yang diterapkan di Indonesia. Pengertian tentang anak 
apabila masuk kedalam lingkup hukum pidana juga harus dikaitkan 
dengan KUHP, namun dalam KUHP tersebut tidak ditemukan secara 
jelas definisi tentang anak, melainkan hanyalah definisi tentang “belum 
cukup umur (minderjarig)”, serta beberapa definisi yang merupakan 
bagian atau unsur dari pengertian anak yang terdapat pada beberapa 
pasalnya. Namun, pengertian belum cukup umur belum memberikan 
arti ang jelas tentang pengertian anak menurut KUHP, jadi perlu dicari 
lagi pengertian tentang anak tersebut dalam pasal-pasal lain yang 
terdapat pada KUHP. 
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Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga 
terdapat pasal yang memberikan salah satu unsur pengertian tentang 
anak, seperti yang terdapat pada Bab IX tentang arti bberapa istilah 
yang dipakai dalam KUHP, pada pasal 45 berbunyi : 
“dalam menuntut orang yang belum cukup umur (minderjarig) 
karena melakukan perbuatan sbebelum umur enam belas tahun (16), 
hakim dapat menentukan, memerintahkan supaya yang bersalah 
dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa 
pidana apapun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan 
kepada pemerintah, tanpa pidana apapun, yaitu jika perbuatan 
merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut..”. 
Pasal 45 KUHP sudah dicabut ketentuannya tentang penuntutan 
anak dikarenakan telah ada Undang-Undang yang lebih khusus 
mengatur tentang masalah anak, yaitu Undang-Undang No. 3/1997 
tentang Pengadilan Anak. 
Dalam pasal 283 ayat (1) dimaksudkan bahwa anak dibawah umur 
adalah seseorang yang belum berumur tujuh belas tahun (17).  
Sedangkan pasal 287 ayat 1 dimaksudkan, bahwa anak dibawah 
umur adalah seseorang yang belum berumur lima belas tahun (15) 
Dengan demikian, pengerian anak dibawah umur menurut Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana terdapat tiga kategori anak dibawah 
umur, yaitu anak dibawah umur enam belas tahun (16) dalam pasal 
283 ayat (1) serta anak dibawah umur lima belas tahun (15) dalam 
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pasal 287 ayat (1). Maka, jelaslah bahwa pasal 45 KUHP merupakan 
aturan umum, sedangkan pasal-pasal lain diatas merupakan 
pengecualian daripada aturan umum tersebut  
2. Pengertian anak menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak. 
Hukum perlindungan anak menggunakan dasar hukum yang 
terdapat dalam Undang-Undang No. 23/2002 tentang Perlindungan 
anak, pengertian anak adalah : 
“Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk 
anak yang masih dalam kandungan”. 
Menurut pasal tersebut, anak adalah siapa saja yang belum berusia 
18 (delapan belas) tahun dan termasuk anak yang masih didalam 
kandungan, yang berarti segala kepentingan akan pengupayaan 
perlindungan terhadap anak sudah dimulai sejak anak tersebut berada 
didalam akandungan hingga berusia 18 (delapan belas) tahun. 
3. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 
tentang Kesejahteraan Anak 
Salah satu hak anak yang diupayakan adalah kesejahteraan, karena 
anak merupakan tunas bangsa dan potensi serta penerus cita-cita 
perjuangan bangsa yang rentang terhadap perkembangan zaman dan 
perubahan lingkungan dimasa hal tersebut bisa mempengaruhi kondisi 
jiwa dan psikologinya. Pelaksanaan pengadaan kesejahteraan 
bergantung pada partisipasi yang baik antara obyek dan subyek dalam 
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usaha pengadaan kesejahteraan anak tersebut, yang maksudnya adalah 
bahwa setiap peserta bertanggung jawab atas pngadaan kesejahteraan 
anak. 
Dalam pengupayaan kesejahteraan ini tidak hanya dibebankan 
kepada orang tua semata, tetapi juga oleh lingkungan tempat si anak 
tumbuh dan berkembang serta pemerintah sebagai penanggung jawab 
kesejahteraan generasi penerus bangsa. Pengupayaan kesejahteraan 
anak telah dituangkan dalam Undang-Undang No. 4/1979 tentang 
kesejahteraan anak yang diselenggrakan oleh Negara. 
4. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 
tentang Pengadilan Anak 
Dalam Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan 
Anak, terdapat definisi anak, anak nakal dan anak didik 
pemasyarakatan. 
“Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai 
umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan 
belas) tahun dan belum pernah kawin.” 
“Anak Nakal adalah “ 
a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau 
b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang 
bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan 
maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku 
dalam masyarakat yang bersangkutan” 
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“Anak Didik Pemasyarakatan” 
“Anak Didik Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan, Tim 
Pengamat Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan adalah anak 
didik pemasyarakatan, balai pemasyarakatan , tim penagamat 
pemsyarakatan, dan klien pemasyarakatan sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 
Jadi Undnag-undang No. 3/1997 tentang Pengadilan Anak 
mengenal 3 (tiga) pengertian anak, yaitu pengertian anak pada 
umumnya, pengertian anak nakal dan anak didik pemasyarakatan pada 
khususnya, yang dimaksudkan untuk memberikan pembedaan terhadap 
anak yang melakukan suatu tindakan yang dikategorikan pidana. Hal 
inilah yang dimaksud dari pengertian dari anak menurut Undang-
undang tentang pengadilan anak, dan Undang-undang ini pulalah yang 
digunakan dalam proses peradilan terhadap anak nakal, yang tentunya 
salah satu Undang-undang yang menjadi dasar pembentukan UU No. 3 
tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah UU No. 8 tahun 1981 
tentang KUHAP. 
Selain itu juga dalam pengertian Undang-undang No. 4/1979 anak 
bukanlah seorang manusia mini atau kecil. Memang antara orang dewa 
dan anak ada persamaannya, tetapi juga ada  perbedaan (mental, fisik, 
dan sosial). 
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Selain dalam ketentuan perundang-undangan diatas dalam 
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 53K/SIP/1952 
tanggal 1 Juni 1995 juga mengatur tentang pengertian anak. Dalam 
amarnya menentukan bahwa “15 (lima belas) tahun adalah suatu umur 
yang di Indonesia menurut hukum dapat dianggap sudah dewasa”. 
5. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang No. 11 tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Anak 
 Dalam Undang-Undnag No. 11 tahun 2012, pengertian anak 
diperluas lagi dan cenderung kepada penggunaan anak dalam sistem 
peradilan, yaitu anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang 
berkonflik dengan hukum , anak yang menjadi korban tindak pidana, 
dan anak yang menjadi saksi tindak pidana 
a. Anak yang berhadapan dengan hukum 
 “Anak yang berkonflik dengan hukum , anak yang menjadi 
korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana” 
b. Anak yang berkonflik dengan hukum  
 “Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) 
tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang 
diduga melakukan tindak pidana.” 
c. Anak yang menjadi korban tindak pidana 
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 “Anak korban adalah anak yang berumur 18 (delapan belas) 
tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau 
kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana” 
d. Anak yang menjadi saksi tindak pidana 
 “Anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan 
belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna 
kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di siding 
pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, 
dan/atau dialaminya sendiri” 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penenlitian 
Dalam melakukan penelitian sehubungan dengan objek yang akan diteliti, 
maka penulis memilih likasi penelitian di Kota Polewali, Kabupaten Polewali 
Mandar, Provinsi Sulaweisi Barat, dengan fokus studi kasus pada Polres Polewali 
Mandar, Sulawesi Barat. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
1. Data primer, adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan 
dengan pelaku tindak pidana peredaran narkotika oleh anak. 
2. Data sekunder, adalah data yabg diperoleh melalui studi pustaka, yaitu 
dengan menelaah literatur, artikel, serta peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, digunakan beberapa teknik 
pengumpulan data, sebagai berikut : 
1. Studi pustaka 
Penelitian ini dilakukan dengan telaah pustaka, dengan cara data 
dikumpulkan dengan membaca buku-buku, literatur-literatur, ataupun 
perundang-undagan yang berhubungan dengan masalah yang akan 
dibahas  
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2. Studi lapangan  
Penelitian apangan ini bertujuan untuk memperoleh data langsung. Studi 
lapangan ini dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut : 
a. Wawancara 
Cara memperoleh data dengan memberikan pertayaan-pertanyaan 
langsung kepada responden. 
b. Dokumentasi 
Caramendapatkan data yang sudah ada dan didokumentasikan pada 
instansi yang terkait. 
c. Observasi  
d. Dilakukan kunjungan dan pengamatan langsung pada lokasi 
penelitian. 
D. Analisi Data 
Data diperoleh dari primer dan sekunder akan diolah dan dianalisis 
berdasarkan rumusan malasah yang telah diterapkan sehingga dapat diperoleh 
gambaran yang jelas. Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang 
berupaya memberika gambaran jelas dan konkrit terhadap objek yang harus 
dibahas secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif 
yaitu, menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan 
permasalahan yang errata kaitannya dengan penelitian ini. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Peredaran Narkotika di Wilayah Hukum Polres Polewali Mandar 
 Polewali Mandar adalah salah satu Kabupaten di Sulawesi Barat, yang 
juga merupakan Kabupaten dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi diantara 
semua kabupaten yang ada di Sulawesi Barat. Polewali Mandar juga merupakan 
pusat perdagangan untuk kebutuhan sehari hari manusia. Oleh karena itu, tidak 
menutup kemungkinan kalau akan terjadi perdagangan barang-barang illegal, 
dalam hal ini yang dimaksud adalah bisnis jual beli narkotika. Dalam masa 
sekarang ini, banyak orang melakukan segala hal untuk bisa bertahan hidup atau 
memenuhi kebutuhan sehari-hari dan salah satunya adalah dengan 
menjerumuskan diri kedalam bisnis jual beli narkotika dengan iming-iming 
keutungan yang sangat besar,  walaupun sebenarnya mereka tahu akibat dan 
sanksi yang akan dihadapai nantinya. 
 Sebahagian orang-orang yang telah masuk kedalam bisnis ini akan 
melakukan segala cara agar bisnis yang mereka jalankan lancar dan tidak 
diketahui oleh orang-orang. Menghalalkan segala cara dan tidak memikirkan 
dampak yang akan terjadi, mungkin itulah kalimat yang tepat bagi mereka yang 
memanfaatkan anak sebagai alat untuk melncarkan bisnis jula beli ini dengan 
menjadikan mereka sebagai perantara. Dengan demikian, hal tersebut merupakan 
satu tindak pidana yang harus ditindaki secara serius dan diberantas oleh penegak 
secara hukum. 
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 Sesuai dengan komentar-komentar masyarakat, apabila diperhatikan secara 
seksama ada banyak tindak pidana yang terjadi dan dari tahun ke tahun selalu 
mengalami perubahan dan bentuk yang bervariasi. Artinya tdak terfokus  pada 
satu tindak pidana saja, akan tetapi menyangkut semua tindak pidana. Dimana 
kejahatan-kejahatan ini sangat meresahkan masyarakat, dan hampir semua lapisan 
masyarakat mengarapkan agar kejahatan ini dapat ditangani dengan secara cepat, 
langsung dan bertanggung jawab oleh aparat penegak hukum. 
 Dari sekian banyak bentuk kejahatan yang terjadi di Polewali Mandar 
itulah, penulis memfokuskan diri untuk meneliti mengenai peredaran narkotika 
yang menjadikan anak sebagai perantara jual belinya. Hal ini disebabkan karena 
peredaran narkotika di Polewali Mandar mulai meningkat dan mencakup hampir 
semua daerah, maka dari itu penelitian ini dilakukan oleh penulis karena 
peredarannya telah melibatkan anak dibawah umur, yang semestinya menjadi 
generasi muda yang berkompeten dan melanjutkan cita-cita bangsa. 
 Data yang diperoleh penulis dari Polres Polewali Mandar sesuai dengan 
hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukkan bahwa frekuensi terjadinya 
kasus penyalahgunaan narkotika berdasarkan laporan yang masuk selama kurun 
waktu 3 (tiga) tahun terakhir, terhitung dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 
mengalami fluktuasi. Dan untuk lebih jelasnya, sesuai dengan data yang yang 
pnulis ambil yaitu Penyalahgunaan dan Peredaran narkotika yang terjadi di 
Polewali Mandar dapat dilihat pada table berikut ini : 
 
 
48 
 
Table 1 
Data Kasus Peredaran dan Pengguna Narkotika 
di Kabupaten Polewali Mandar 
No Tahun Jumlah Kasus 
1 2013 32 
2 2014 124 
3 2015 81 
Jumlah 237 
          Sumber Data : Satuan Serse Narkoba Polres Polewali Mandar tahun 2016 
  
 Berdasarkan table 1 (satu) tersebut diatas, sesuai dengan hasil penelitian 
yang dilakukan oleh penulis, terlihat dengan jelas bahwa tingkat kasus 
penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Polewali Mandar kurun waktu 3 (tiga) 
tahun terhitung dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 menunjukkan angka 
yang tidak tetap. Pada tahun 2013 jumlah kasus penyalahgunaan dan peredaran 
narkotika sebanyak 32 kasus yang masuk laporannya pada pihak kepolisian. 
Kemudian pada tahun 2014 dengan kasus yang sama dan mengalami peningkatan 
yang sangat drastic yang mencapai 132 kasus, serta pada tahun 2015 jumlah 
penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Polewali Mandar mengalami 
penurunan menjadi 81 kasus. 
 Sesuai dengan judul penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu 
“Tinjauan Kriminologis Atas Anak Sebagai Perantara Jual Beli Narkotika di 
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Wilayah Hukum Polres Polewali Mandar”, penulis juga akan membuat tabel 
khusus mengenai predaran narkotika yang melibatkan anak sebagai perantaranya 
Table 2 
Data Peredaran Narkotika Yang Melibatkan Anak 
di Kabupaten Polewali Mandar 
No Tahun Jumlah Kasus 
1 2013 2 
2 2014 3 
3 2015 1 
Jumlah 6 
          Sumber Data : Satuan Serse Narkoba Polres Polewali Mandar tahun 2016 
 
 Dari jumlah peredaran narkotika yang melibatkan anak sebagai perantara 
ini cukup memprihatikan, tabel menunjukkan kalau di tahun 2013 terdapat 2 
kasus, selanjutnya di tahun 2014 mengalami peningkatan hingga mencapai 3 
kasus yang melibatkan anak dalam perdaran narkotika ini tapi dengan respon 
cepat yang dilakuan oleh aparat kepolisian dengan bantuan masyarakat stempat 
maka peningkatan jumlah bisa diturunkan menjadi 1 kasus ditahun 2015. 
 Dari jumlah keseluruhan kasus hingga yang hanya dilakukan oleh anak ini 
tidak terlepas dari adanya para pelaku yang beraksi, baik para pengedar dan 
penyalahguna dan pengaruh-pengaruh yang menyebabkan anak bisa terlibat. 
Adapun juga jumlah pengedar dan pengguna narkotika yang terjaring oleh aparat 
kepolisian, dapat dilihat pada tabel dibawah ini 
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Table 3 
Data Pengedar dan Pengguna Narkotika 
di Kabupaten Polewali Mandar 
No Tahun Pengedar/Perantara Pengguna 
Pengedar 
sekaligus 
pengguna 
Jumlah 
1 2013  8 24 6 32 
2 2014 14 111 9 124 
3 2015 7 74 6 81 
Jumlah 29 209 21 237 
  Sumber Data : Satuan Serse Narkoba Polres Polewali Mandar tahun 2016 
 
 Berdasarkan  tabel 3 (tiga) diatas, terlihat bahwa jumlah pengguna masih 
lebih besar dibandingkan dengan jumlah pengedar yaitu sebanyak 230 orang 
sedangkan pengedar sebanyak 29 orang. Dan tabel untuk anak yang menjadi 
pengguna dan perantara  dalam jual beli narkotika, bisa dilihat dalam tabel 
dibawah ini : 
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Table 4 
Data Kasus Penyalahgunaan dan Predaran Narkotika Yang melibatkan Anak 
di Kabupaten Polewali Mandar 
No Tahun Perantara Pengguna 
Perantara 
Sekaligus 
Pengguna 
Jumlah 
1 2013 2 0 0 2 
2 2014 2 1 0 3 
3 2015 1 0 0 1 
Jumlah 6 0 0 6 
  Sumber Data : Satuan Serse Narkoba Polres Polewali Mandar tahun 2016 
 
 Setelah melihat tabel 4 (empat) jumlah di tahun 2013 ada 2 (dua) anak 
yang menjadi perantara jual beli narkotika dan tidak ada yang menjadi pengguna, 
selanjutnya di tahun 2014 mengalami peningkatan seperti yang telah dicantumkan 
di tabel sebelumnya menjadi 3 (orang) orang anak yang menjadi perantara dan 
salah satunya sebagai pengguna sekaligus menjadi perantara jual beli narkotika 
dan tahun 2015 mengalami penurunan kasus menjadi 1 (satu) orang anak yang 
menjadi pengguna. Dari 6 (enam) orang anak yang terlibat, hanya ada satu yang 
pernah menggunakan dan 5 (lima) anak lainnya tidak, tapi dari keterangan Kanit 
Linik Sat. Serse Narkoba Polres Polewali Mandar, BRIPKA Abdul Gafur SH MH 
yang  memberikan keterangan bahwa anak yang lain hanya mengkomsumsi obat-
obatan, contoh : Tramadol, Boje, dan lain-lain. 
52 
 
 Selanjutnya penulis juga akan memberikan data mengenai usia para 
pelaku, mulai dari dewasa hingga anak yang dibawah umur sesuai dengan judul 
yan penulis, seperti dapat kita lihat dibawah ini : 
Tabel 5 
Data Usia Para Pengedar dan Pengguna Narkotika 
Di Kabupaten Polewali Mandar 
No Tahun 
Usia Pelaku 
Jumlah 
15 - 21 22 - 24 25 - 29 30 keatas 
1 2013 5 8 13 6 32 
2 2014 29 37 26 32 124 
3 2015 19 21 27 14 81 
Jumlah  53 66 66 52 237 
Sumber Data : Satuan Serse Narkoba Polres Polewali Mandar tahun 2016 
 
 Setelah melihat data usia pelaku secara umum atau keseluruhan di tiap 
tahunnya, penulis juga akan memberikan data untuk anak yang terlibat dalam 
peredaran narkotika, seperti berikut : 
 
 
 
 
 
 
53 
 
Tabel 6 
Data Usia Anak Yang Terlibat Dalam Peredaran Narkotika 
Di Kabupaten Polewali Mandar  
No Tahun 
Usia Anak 
Jumlah 
15 16 17 
1 2013 1 1 0 2 
2 2014 2 1 0 3 
3 2015 1 0 0 1 
Jumlah 4 2 0 6 
  Sumber Data : Satuan Serse Narkoba Polres Polewali Mandar tahun 2016 
 
 Berdasarkan data tabel 6 tersebut terlihat bahwa, usia para pelaku 
baik pengedar/perantara dan pengguna secara keseluruhan berjumlah 237 orang 
termasuk ada anak didalamnya yang berjumlah 6 (enam) orang anak. Karena 
penulis fokus dengan anak yang menjadi perantara maka akan dijelaskan sedikit 
secara rinci, seperti dibawah berikut ini : 
1. Pada tahun 2013, jumlah anak yang menjadi perantara jual beli 
narkotika berjumlah 2 orang, diantara ada yang berumur 15 (lima 
belas) tahun dan 16 (enam belas) tahun. 
2. Pada tahun berikut yakni tahun 2014, jumlah anak yang menjadi 
perantara jual beli narkotika mengalami peningkatan menjadi 3 orang 
anak, diantaranya ada yang berumur 15 (lima belas) tahun sebanyak 2 
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(dua) orang, ada juga yang berumur 16 (enam belas) tahun 1 (satu) 
orang anak. 
3. Dan, untuk tahun 2015 mengalami penurunan yang hanya melibatkan 
1 (satu) orang anak. 
Dari perincian jumlah pengedar dan pengguna narkotika secara 
keseluruhan berdasarkan usia pelaku dari tabel diatas, terlihat dengan jelas bahwa 
yang lebih mendominasi adalah mereka yang berumur 22 – 24 dan 25 – 29. 
Kemudian penulis juga akan memberikan data mengenai pendidikan para 
pelaku, dalam jumlah keseluruhan mulai dari yang putus sekolah hingga yang 
mengenyam bangku perkuliahan dan pendidikan anak yang menjadi perantara jual 
beli narkotika, seperti yang terlihat pada tabel dibawah berikut ini: 
 
Tabel 7 
Data Pendidikan Para Pelaku Perdaran dan Pengguna Narkotika 
Di Kabupaten Polewali Mandar  
No Tahun 
Pendidikan  
Jumlah 
SD SLTP SLTA PT 
1 2013 12 8 12 0 322 
2 2014 41 48 27 8 124 
3 2015 7 52 22 0 81 
Jumlah 60 108 61 8 237 
     Sumber Data : Satuan Serse Narkoba Polres Polewali Mandar tahun 2016 
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 Setelah melihat data pendidikan keseluruhan para pelaku mulai dari anak 
hingga dewasa kebanyakan dari mereka putus sekolah baik itu di Sekolah Dasar, 
Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menegah Atas, dan selajutnya penulis 
akan memberikan juga data para pelaku perantara jual beli narkotika yang masih 
berada dibawah umur dalam hal ini disebut sebagai anak, seperti tabel yang ada 
dibawah ini : 
 
Tabel 8 
Data Pendidikan Anak Yang menjadi Perantara Jual Beli Narkotika 
Di Kabupaten Polewali Mandar  
No Tahun 
Pendidika 
Jumlah 
SD SLTP SLTA 
1 2013 0 2 0 2 
2 2014 2 1 0 3 
3 2015 1 0 0 1 
Jumlah 3 3 0 6 
  Sumber Data : Satuan Serse Narkoba Polres Polewali Mandar tahun 2016 
 
 Sesuai dengan tabel 8 diatas, terlihat bahwa kebanyakan dari 6 
(enam) jumlah anak yang menjadi perantara jual beli narkotika di Polewali 
Mandar, kebanyakan yang sedang mengenyam bangku Sekolah dasar dan sekolah 
Menengah Pertama, masing-masing sebanyak 3 (empat) orang anak. 
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B. Faktor Yang Menyebabkan Anak Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika 
di Wilayah Hukum Polres Polewali Mandar 
 Kejahatan narkotika tidak seperti kejahatan-kejahatan lainnya, yang mana 
pada kejahatan anrkotika ini penulis membatasi diri pada hal-hal yang ada 
korelasinya dengan kejahatan narkotika yang terjadi di Polewali Mandar kurun 
waktu 3 (tiga) tahun, terhitung dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. 
 Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan dengan salah satu 
anak yang menjadi perantara jual beli narkotika ini mengatakan, bahwa faktor 
utama yang menyebabkan anak menjadi perantara narkotika di Polewali Mandar 
ini adalah faktor lingkungan sekitar mereka baik itu dari lingkungan keluarga 
maupun lingkungan sekitarnya (pergaulan) 
Bertolak dari faktor diatas, sebagai faktor penyebab terjadinya peredaran 
narkotika yang melibatkan anak sebagai perantaranya, sebagaimana yang 
diungkapkan oleh responden tersebut diatas, akan penulis jelaskan dan perlu 
diteliti dan juga dikaji lebih lanjut secara kriminologi, namun tidak terlepas dari 
penuturan-penuturan para pelaku itu sendiri. 
1. Faktor Keluarga 
Hasil wawancara yang dlakukan penulis dengan anak yang menjadi 
tersangka (Rudi/15 tahun), bahwa keluarga merupakan salah satu 
kelompok sosial yang pertama mempengaruhi kehidupan seorang anak 
yang baru lahir. Dalam keluarga, seorang anak belajar memegang peranan 
sebagai makhluk sosial yang memiliki norma-norma dan kecakapan 
tertentu  dalam pergaulannya ditengah-tengah masyarakat. Pengalaman-
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pengalaman yang diperoleh dalam keluarga sangat menentukan cara-cara 
bertingkah laku seorang anak dengan lingkungan diluar keluarganya, yakni 
lingkungan sekitar (pergaulan). 
Demikian halnya rumah tangga yang kurang baik dapat 
mempengaruhi psikologis buruk bagi perkembangan jiwa si anak, salah 
satunya adalah tidak adanya keharmonisan dalam ruma tangga baik itu 
dengan orang tua dan saudara si anak. Anak yang seharusnya mendapatkan 
kasih sayang dan perhatian dari orang terdekatnya,sama sekali bertolak 
dengan kemauan anak, dikarenakan hal inilah sehingga anak tersebut 
kerap kali memperlihatkan perilaku menyimpang yang dapat meresahkan 
masyarakat. Kurangnya perhatian dan kasih saying dalam hal ini yang 
sangat dibutuhkan oleh anak tersebut membuatnya merasa frustasi dan 
kecewa serta gelisah. Sebagai pelampiasan frustasi dengan 
kekecewaannya, si anak secara spontanitas bertindak dan berprilaku yang 
negatif.  
Dengan demikian, lingkungan keluarga sangat berperan penting 
dalam perkembangan anak dan menjadi peletak dasar bagi kepribadian 
seoang anak. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa setiap orang telah 
memiliki jalan hidup, baik menjadi seorang yang patuh dan sebaliknya. 
Namun, keluarga merupakan faktor utama dalam membentuk kepribadian 
anak. 
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2. Faktor Lingkungan 
Hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Kanit Linik Sat. 
Serse Narkoba Polres Polewali Mandar Bripka Abdul Gafur SH MH dan 
anak yang telah diwawancarai sebelumnya  (Rudi/15 tahun) bahwa selain 
faktor keluarga kemudian menulis meninjau faktor yang turut mendukung 
dan sangat mempengaruhi anak dengan mudah masuk dalam kejahatan 
peredaran narkotika dan menjadi seorang perantara jual beli adalah faktor 
pergaulan anak diluar rumah. Setelah anak tidak mendapatkan yang 
diinginka dalam keluarga, si anak mencoba mencari kesibukan dan 
mencari teman sebaya untuk bergaul. Hal ini memang dibutuhkan tapi 
tanpa ada pengawasan dari keluarga maka anak bisa saja mendapatkan 
pergaulan yang tidak, jangankan untuk mendapat pengawasan, kasih 
saying perhatian dalam rumahpun anak tidak mendapatkannya.  
  Ketika si anak sudah turut bergaul dengan mereka yang melakukan 
hal menyimpang,bukan tidak mungkin anak akan terpengaruh juga untuk 
melakukan hal menyimpang. Jadi masalah lingkungan dan pergaulan anak 
ini, menjadi faktor yang sangat mempengaruhi anak bisa masuk dan 
terlibat dalam peredaran narkotika walaupun hanya menjadi seorang 
perantara. 
Bripka Abdul Gafur SH MH selaku Kanit Linik di Sat. Serse 
Narkoba Polres Polewali Mandar, mengatakan bahwa faktor keluarga dan 
pergaulan yang sangat mempengaruhi kejahatan narkotika ini. Selanjutnya 
59 
 
ditambahkan pula bahwa dengan banyaknya kelompok-kelompok sindikat 
obat terlarang yang ada di Polewali Mandar, pada dasarnya telah terkodir 
oleh mereka yang tidak bertanggung jawab, maka secara otomatis 
cenderung ada suatu kesan yang tidak sehat yang tidak menutup 
kemungkinan terjadinya transaksi-transaksi narkotika dan salah satu 
caranya yaitu, menjdikan anak sebagai perantaranya. 
3. Faktor Ekonomi 
Selain 2 (duan) faktor diatas, yang menjadi pengaruh besar 
sehingga anak bisa terjerumus dalam peredaran narkotika dan menjadi 
perantara jual beli adalah faktor ekonomi. Dalam kalangan masayarakan 
luas dalam keseharian selalu bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi 
keluarga dan biaya-biaya lain yang harus diselseikan dengan pembayaran. 
Tidak terkecuali bagi anak yang menjadi perantara jual beli 
narkotika yang terjadi Polewali Mandar, tapi berbeda dengan orang 
dewasa, alasan anak mau menjadi perantara adalah untuk mendapatkan 
uang jajan lebih dengan alasan mau mengikuti gaya masa kini baik itu dari 
segi penampilan dan lain-lain, tapi ada juga dari mereka ada yang tidak 
mengetahui yang mereka antarkan yang mereka tahu hanya mendapatkan 
uang (Hasil wawancara dengan Kanit Linik Sat. Serse Narkoba Polres 
Polewali Mandar Bripka Gafur SH MH dan anak yang menjadi tersangka 
(Rudi/15 tahun) 
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C. Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum  
  Sebagaiamna kita ketahui bahwa kejahatan merupakan masalah actual 
yang setiap saat menjadi pembicaraan dimana-mana, yang mengenai sebab-sebab 
terjadinya kejahatan tesebut amat beraneka ragam. Kejahatan adalah merupakan 
produk dari masyarakat. Ia merupakan suatu fenomena sosial yang dihadapi 
masyarakat, baik yang di pedesaan maupun yang berada diperkotaan, seperti yang 
marak terjadi di Polewali Mandar. Kejahatan tersebut berkembang 
menyesuaikandiri dengan perkembangan dan keadaan-keadaan didaerah. 
Oleh karena itu, cara penanggulangan terhadap kejahatan pada umumnya 
dan khususnya peredaran narkotika yang melibatkan anak sebagai perantaranya 
harus pula disesuaikan dengan situasi dan kondisi dalam suatu masyarakat. Jadi 
sifatnya relatif, dapat berlaku secara khusus maupun secara umum. Kebudayaan, 
pemerintahan serta kebijaksanaannya turut pula mempengaruhi cara-cara 
penanggulangan kejahatan peredaran narkotika yang melibatkan anak sebagai 
perantara yang terjadi di Polewali Mandar.  
Guna menanggulangi kejahatan narkotika yang melibatkan anak sebagai 
perantaranya di Polewali Mandar, memang tidaklah mudah untuk mencari upaya 
terbaik untuk mengurangi dan selanjutnya untuk diberantas. Namun dalam hal ini, 
aparat penegak hukum terutama pihak kepolisian sudah mengambil langkah-
langkah yang cukup memadai didalam mengupayakan penaggulangan peredaran 
narkotika yang melibatkan anak sebagai perantara yang tentu dengan bantuan 
orang tua, keluarga dan semua lapisan masyarakat yang ada di Polewali Mandar. 
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Adapun  upaya yang telah dilakukan oleh aparat kepolisian dengan 
bantuan semua lapisan masyarakat dalam menaggulangi peredaran narkotika yang 
melibatkan anak sebagai perantaranya di Polewali Mandar tahun 2013 sampai 
dengan tahun 2015, adalah sebagai berikut :  
1. Upaya Preventif 
Upaya pencegahan biasa di sebut tindakan preventif. Tindakan ini 
merupakan upaya yang dilakukan secara sistematis, berencana, terpadu dan 
terarah kepada tujuan menjaga agar peredaran anrkotika yang melibatkan anak 
sebgai perantanranya tidak timbul. 
Dalam upaya pencegahan ini juga dilakukan tindakan dengan 
mempersempit, mengurangi dan memperkecil ruang gerak agar pengaruhnya 
bisa diredam terhadap aspek-aspek kehidupan lain. Oleh karena itu upaya 
pencegahan ini dilakukan secara sistematis, berencana, terpadu dan terarah. 
Maka dibutuhkan kerjasama sama yang baik dengan para pihak, baik itu orang 
tua, keluarga, pemerintah dan semua lapisan masyarakat. 
Menurut keterangan dari Kanit Linik Sat. Serse Narkoba Polres Polewali 
Mandar, Bripka Abdul Gafur SH MH (28 Desember 2016), penanggulangan 
peredaran narkotika yang bersifat preventif adalah sebagai berikut : 
a) Mengadakan penyuluhan ke kantor-kantor, sekolah-sekolah dan 
masyarakat  mengenai tanggung jawab bersama dan meningkatkan 
kesadaran hukum masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam 
upaya penanggulangan bahaya narkotika yang mulai meluas dan 
menjadikan anak sebagai perantara. 
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b) Menghimbau kepada para orang tua agar memberikan perhatian 
kepada anak-anaknya agar tidak terjerumus dalam hal ini. Salah 
satunya memperhatikan keseharian anak saat didalam dan diluar 
rumah. 
c) Menghimbau pemerintah, tokoh masyarakat dan masyarakat untuk 
meningkatkatkan kewaspadaan yang memungkinkan tidakan 
peredaran narkotika. 
d) Melaksanakan kegiatan fisik, seperti melakukan patrol ke tempat-
tempat yang rawan dan aktifitas-aktifitas masyarakat sekitar. 
e) Menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menjadi 
informan untuk pihak kepolisian jika ada kejangalan yang terjadi 
terukhusus untuk peredaran narkotika. 
f) Mengadakan penyuluhan-penyuluhan tentang dampak negatif dari 
narkotika yang bersifat terpadu dan priodik, yaitu antara semua 
unsur yang terkait dan dilaksanakan secara meyeluruh dengan 
melibatkan potensi yang ada. Hal ini dimaksudkan untuk 
meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar menekan laju 
perkembangan kejahatan pada umumnya terutama peredaran 
narkotika yang telah elibatkan anak sebagai perantaranya. 
g) Memberika dukungan kepada orang tua dan anak melalu 
pengaktifan pelaksanaan program PKK dan LKMD sebagai suatu 
bentuk organisasi yang paling sederhana pada tingkat RT/RW, 
dengan memberikan penyuluhan kepada orang tua dan anak betapa 
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pentingnya hubungan yang harmonis harus dibagun, pembinaan 
agama, mental dan budi pekerti yang baik kepada anak, cara-cara 
mengasuh dan mendidik anak sampai dengan menanamkan disiplin 
kepada anak dan pengetahuan keterampilan yang khusus tentang 
berumah tangga  
2. Upaya Represif  
 Selain kegiatan dan upaya preventif yang dilakukan, kesatuan dalam 
jajaran Sat. Serse Polres Narkoba Polres Polewali Mandar juga melakukan 
tindakan terhadap kasus-kasus peredaran narkotika yang melibatkan anak 
sebagai kurir. Tindakan ini dikenal dengan istilah tindakan represif. 
Dalam menanggulangi kejahatan peredaran narkotika yang melibatkan 
anak sebagai perantara di Polewali Mandar ini, Satuan Serse Narkoba Polres 
Polewali Mandar melakukan tindakan-tindakan yaitu : 
a) Mengadakan pembuatan tim khusus di daerah yang dinggap daerah 
yang rawan terjadinya peredaran/transaksi narkotika, yaitu dengan 
melakukan penyamaran sebagai pembeli dengan penyelidikan 
untuk mencari dan menangkap oknum yang terbukti melakukan 
transaksi jual beli. Menjadikan masyarakat sebagai informan agar 
memudahkan jalannya upaya ini. 
b) Mengadakan razia ke tempat-tempat yang dianggap selalu 
digunakan dalam mengatur narkotika untuk diperjual belikan 
seperti tempat pergaulan anak yang hingga larut malam, 
menangkap anak-anak jalanan, contohnya : anak punk yang banyak 
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berkeliaran sekarang ini karena mereka menjadi salah satu faktor 
terjadinya peredaran dan sasaran untuk dijadikan sebagai perantara 
jual beli narkotika. 
c) Mengadakan pemeriksaan kesekolah-sekolah dalam rangka 
menghindari hal yang ditakutkan, yaitu peredaran yang terjadi 
disekolah yang notabene masih berstatus anak. 
 Dari beberapa upaya yang telah penulis kemukakan diatas, merupakan 
kesinambungan dan kesatuan-kesatuan kepolisian dalam upaya menanggulangi 
peredaran narkotika baik itu secara umum atapun anak yang menjadi perantara. 
Dimana juga meliputi aspek-aspek sosial dan psikologis, yang mana menurut 
hemat penulis adalah upaya yang saling memiliki keterkaitan. 
Menurut penulis, bahwa alternative menanggulangi kejahatan pada 
umumnya dan khususnya masalah peredaran narkotika dan juga peredaran 
anrkotika yang melibatkan anak sebagai perantaranya dapat lewat peningkatan 
kemakmuran ekonomi dan nilai-nilai budaya serta sosial lainnya,merupakan 
penanggulangan jangka panjang. Sama halnya penaggualngan kejahatan lewat 
pendidikan, baru dapat diketahui dalam jangka waktu agak lama, namun ini 
cukup efisien. 
Sedangkan untuk menanggulangi kejahatan pada umumnya dan peredaran 
narkotika dan juga peredaran yang melibatkan anak sebagai perantara pada 
khususnya dalam jangka waktu pendek, maka harus dibutuhkan upaya yang 
bisa berjalan efisien. Khususnya untuk anak adalah dilakukannya pengawasan 
ketat oleh orang tua, adanya ketegasan dari orang tua dan tokoh masyarakat 
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agar bisa menghindari pengaruh-pengaruh dari luar untuk melakukan hal yang 
menyimpang. 
3. Upaya Pembinaan 
  Sesuai dengan keterangan yang didapatkan oleh penulis, anak yag pernah 
terjaring dalam peredaran narkotika hanya diamankan dikantor dengan jangka 
waktu 1x24 jam untuk dimintai keterangan setelah itu dikembalikan kepada orang 
tua atau wali untuk diberi pembinaan tapi tetap dibawah pengawasan aparat 
penegak hukum khususnya kepolisian agar pebinaan ini berjalan sesuai yang 
diharapkan. 
Dan pembinaan yang dilakukan terhadap anak yang menjadi pelaku 
perantara jual beli narkotika adalah pembinaan kemandirian dan pembinaan 
keterampilan yang dilakukan di tempat berdomisili anak. 
1. Pembinaan Kemandirian. 
 Pembinaan kemandirian adalah pembinaan yang paling diutamakan 
oleh aparat kepolisisan untuk anak karena, apabila jiwa kemandirian anak 
mulai terbagun maka pembinaan selanjutnya akan lebih mudah di 
jalankan. Dan pembinaan ini meliputi memgenai  
a) pendidikan agam. Anak diberikan penjelasan bahwa semua 
agama melarang adanya perbuatan yang menyimpang dan 
memberikan ceramah-ceramah singkat kepada anak, yang 
bertujuan agar anak tidak mau lagi terjerumus dalam peredaran 
narkotika khususnya menjadi perantara jual beli.  
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b) Pendidikan umum. Dalam pembinaan ini diberikan penjelasan 
bahwa penerus dan pelanjut bangsa adalah mereka maka dari 
itu, awal untuk menjadi warga negara yang baik dan menjadi 
pelanjut bangsa adalah memerangi peredaran narkotika. Serta 
memberi motivasi kepada anak untuk memperbaiki diri. 
c) Pendidikan jasmani. Dalam pembinaan ini, aparat kepolisian 
yang menjadi pengawas memberikan jadwal untuk berolahraga 
secara rutin dan memberika penjelasan bahwa kesehatan 
sangatlah penting dan sebagaimana yang telah diketahui bahwa 
narkotika bisa merusak kesehatan bagi mereka yang 
mengkomsumsi, ini penting disampaikan sebelum anak 
terjerumus sebagai pengkomsumsi narkotika. 
2. Pembinaan Keterampilan. 
 Dalam hal ini pembinaan dilakukan sesuai dengan bakat dan cita-
cita anak. Dan pembinaan ini juga menjelaskan, untuk menjadi penerus 
dan pelanjut bangsa bukan harus menjadi pejabat tapi juga bisa 
mengharumkan nama bangsa di dunia interanasional baik itu di bidang 
olahraga ataupun seni, sesuai dengan bakat anak masing-masing. (hasil 
wawancara dengan Bripka Abdul Gafur SH MH)  
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
 Setelah meninjau keseluruhan dari pembahasan tentang peredaran 
narkotika yang melibatkan anak sebagai perantara jual beli narkotika di Polewali 
Mandar maka pada kesempatan ini penulis dapat menyimpulkan bahwa : 
1) Faktor penyebab terjadinya peredaran narkotika yang melibatkan anak 
sebagai perantara jual belinya di Polewali Mandar dari tahun 2013 sampai 
dengan tahun 2015 adalah Faktor Keluarga, Faktor Lingkungan dan Faktor 
Ekonomi 
2) Dalam penanggulangan peredaran narkotika yang melibatkan anak sebagai 
perantara jual beli di Polewali Mandar, pihak Kepolisian Resort Polewali 
Mandar khususnya Satuan Serse Narkoba telah mengupayakan dengan 
melakukan tindakan terhadap anak yang terlibat dalam peredaran 
narkotika, dengan melakukan Upaya Preventif  (upaya pencegahan), 
Upaya Represif (upaya dengan tindakan aktif) serta Upaya Pembinaan 
untuk anak agar dipayakan masa depan si anak tetap cerah. 
B. Saran 
 Adapun saran yang dapat penulis kemukakan sehubungan dengan 
pembahasan pada skripsi ini adalah sebagai berikut : 
1) Agar dapat mencegah, mengurangi dan memberantas peredaran narkotika 
yang melibatkan anak sebagai perantara jual beli, pihak kepolisian sebagai 
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aparat penegak hukum yang berhubungan langsung dan bertanggung 
jawab dalam menangangi kasus peredaran narkotika yang terjadi di 
Polewali Mandar ini, hendaknya dapat bertindak lebih tegas kepada pelaku 
yang menjadikan anak sebagai perantara jual beli narkotika, agar ada efek 
jera bagi para pelaku lain yang belum sempat tertangkap agar takut 
melakukan hal yang sama, yaitu menjadikan anak sebagai korban 
peredaran narkotika yang dimaksud dalam hal ini adalah sebagai 
perantara. 
2) Hendaknya sosialisasi, penyuluhan, dan bimbingan dapat dilaksanakan 
secara rutin dan seharusnya semua pihak yang dianggap memiliki peran 
penting dalam mencegah peredaran narkotika dapat melaksankannya. 
3) Salah satu alternative yang dapat dilakukan guna mencegah timbul dan 
berkembangnya peredaran narkotika yang melibatkan anak sebagai 
perantara jual beli adalah dengan melibatkan masyarakat secara langsung 
dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang sifatnya positif. Untuk itu, 
dalam wilayah-wilayah yang dianggap rawan bagi anak untuk mudah 
terjerumus harus dilakukan pembentukan organisasi-organisasi dan 
masyarakat harus berperan aktif dan memiliki rasa tanggung jawab 
didalamnya dan menggandeng aparat penegak hukum demi kelancarannya. 
4) Agar tetap memperhatikan pembinaan-pembinaan yang dilakukan 
terhadap anak agar tidak berjalan sementara waktu saja. 
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